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KATA PENGANTAR

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bagian dari
Pemerintahan Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungannya. Untuk itu Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor:
P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Permen ini
memberi pedoman bagi setiap satker lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan untuk menyusun desain pengendalian, mengimplementasikannya,
melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporannya.

Balai Taman Nasional Alas Purwo (Balai TN Alas Purwo) sebagai salah satu
Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkewajiban
menyusun Desain pengendalian sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPIP
lingkup Balai TN Alas Purwo selama Tahun 2019. Sebagaimana Permen KLHK Nomor:
P38/Menlhk-Setjen/2015 tersebut desain pengendalian ini berisi tentang kondisi
lingkungan pengendalian, identifikasi dan penilaian risiko (pemetaan risiko), dan
rumusan kegiatan pengendalian selama tahun 2019.

Akhirnya kami panjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah atas
terselesaikannya Desain Penyelenggaraan SPIP tahun 2019 ini, dan juga kami
sampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai Balai TN Alas Purwo atas masukan
dan dedikasinya. Kami berharap semoga dengan Desain SPIP ini pelaksanaan

kegiatan Balai TN Alas Purwo berjalan lebih efektif dan efisien.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pengendalian intern pemerintah yang biasa disebut dengan SPIP
adalah proses integral pada tingkatan dan kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP diselenggarakan secara menyeluruh
terhadap proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya serta
mengevaluasi pelaksanaan. Untuk itu perlu dikenali bagaimana kondisi lingkungan
pengendalian dan perlu dilakukan pemetaan terhadap resiko yang mungkin akan
muncul.

Sebagai bagian dari instansi pemerintah Balai TN Alas Purwo, berkewajiban
menyusun Desain SPIP dalam setiap tahun agar ada keyakinan yang cukup terhadap
pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang terhimpun dalam dokumen DIPA. DIPA
Balai TN Alas Purwo merupakan salah instrumen perencanaan anggaran dan
kegiatan dalam satu tahun, yang menjabarkan Renstra UPT dan selaras dengan
Renstra Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE)
Periode Tahun 2015-2019. Artinya bahwa pelaksanaan DIPA Balai TN Alas Purwo
dalam setiap tahunnya merupakan bagian dari upaya pencapaikan Renstra
Direktorat Jenderal KSDAE.

Penyusunan Desain SPIP diawali dengan melakukan analisis lingkungan
pengendalian. Sesuai dengan P.38/Menlhk-Setjen/2015 lingkungan pengendalian
intern satker mencakup 7 sub unsur, yaitu Penegakan integritas dan nilai etika,
Komitmen terhadap kompetensi, Kepemimpinan yang kondusif, Pendelegasian
wewenang dan tanggung jawab, Pembinaan SDM, Perwujudan peran aparat
pengawasan intern yang efektif, dan Hubungan kerja yang baik. Analisis lingkungan
pengendalian memotret gambaran kondisi exsisting satker, sehingga harus mewakili

seluruh pegawai.

6|Page
Desain SPIP 2019



Pada sisi lain Satker harus mengenali resiko-resiko dari pelaksanaan
kegiatan baik yang dibiayai oleh DIPA maupun tidak, selama kegiatan dimaksud
memiliki peran dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian Satker juga
harus melakukan pemetaan resiko terhadap semua program kegiatan yang akan
dilaksanakan sehingga akan lebih terfokus penanganannya.

Desain SPIP ini diharapkan dapat menguatkan keyakinan segenap keluarga
Balai TN Alas Purwo untuk mencapai tujuan organisasi. Juga diharapkan pelaksanaan
kegiatan dan anggaran tahun 2019 dapat berjalan secara efektif dan efisien,

sehingga kinerja organisasi akan tercapai secara optimal.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan desain penyelenggaran SPIP Balai TN Alas Purwo
adalah untuk menyedian pedoman pengendalian anggaran dan kegiatan yang
tertuang dalam dokumen DIPA tahun 2019 dan pelaksanaan tusi Balai TN Alas
Purwo, sehingga proses pengendalian berjalan secara efektif dan efisien.

Tujuan disusunnya desain penyelenggaraan SPIP Balai TN Alas Purwo vaitu
terkendalinya pelaksanaan anggaran dan kegiatan Balai TN Alas Purwo tahun 2019
untuk mencapai sasaran kinerja organisasi secara efektif dan efisien, dengan
pelaporan keuangan yang handal dan terjaganya asset Negara serta taat terhadap

perturan perundang-undangan.
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Il.  ANALISIS LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Tahap pertama dalam penyusunan SPIP adalah penilaian lingkungan pengendalian
berdasarkan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.38/Menlhk-Setjen/2015.
Berdasarkan Permen LHK tersebut lingkungan pengendalian meliputi 6 (enam) sub unsur
untuk satker daerah yaitu sebagai berikut :

1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika

2. Komitmen Terhadap Kompetensi

3. Kepemimpinan yang Kondusif

4. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab
5. Pembinaan SDM

6. Hubungan Kerja yang Baik

Dalam penilaian lingkungan pengendalian telah dilakukan pengisian kuesioner oleh
pegawai lingkup Balai TN Alas Purwo terhadap 23 parameter yang masuk dalam 6 sub unsur
diatas. Responden berjumlah 25 orang (30,12% dari jumlah PNS) diharapkan mewakili
seluruh komponen di lingkup Balai TN Alas Purwo baik di Kantor Balai, Seksi Pengelolaan
maupun di Resort dan Unit Pengelolaan Khusus. Untuk memudahkan dalam penghitungan
secara kuantitatif maka masing-masing parameter diberi skor 1,66 untuk pilihan kurang,
2,99 untuk pilihan cukup dan 4,33 untuk pilihan baik. Adapun bahan kuesioner sebagaimana
Lampiran 1.

Hasil penilaian koesioner kemudian direkapitulasi dan rata-rata untuk diklasifikasikan
kedalam kategori nilai kurang, cukup atau baik. Kriteria kurang dengan nilai rata-rata 1 —
2,33, cukup dengan nilai rata-rata 2,33 — 3,66 dan baik dengan nilai rata-rata 3.66 — 5. Dari
23 parameter lingkungan pengendalian pada Balai TN Alas Purwo, rata-rata memperoleh
nilai baik yaitu sebanyak 20 parameter dengan nilai 3,66 — 5 dan sisanya sebanyak 3
parameter memperoleh nilai cukup dengan rentang nilai antara 2,33 — 3,66. Dalam analisis
lingkungan pengandalian ini tidak ada parameter yang memperoleh nilai kurang. Hasil

penilaian lingkungan pengendalian Balai TN Alas Purwo Tahun 2019 disajikan pada Tabel 1.

8|Page
Desain SPIP 2019



Tabel 1. Hasil Penilaian Lingkungan Pengendalian Balai TN Alas Purwo Tahun 2019

No

Sub Unsur

Parameter Penilaian

Rata-Rata
Nilai

Nilai

2

3

4

5

Penegakan
Integritas dan
Nilai Etika

. Apakah satker telah menerapkan aturan

perilaku dan kode etik PNS?

4,06

Baik

. Apakah unsur pimpinan telah memberikan

penghargaan kepada pegawai
berdasarkan prestasi dan kinerja?

3,58

Cukup

. Apakah unsur pimpinan satker telah

menerapkan tindakan disiplin yang tepat
terhadap penyimpangan kebijakan
prosedur atau pelanggaran aturan
perilaku?

3,42

cukup

. Apakah unsur pimpinan satker telah

memberikan keteladanan pelaksanaan
aturan perilaku dan kode etik setiap
tingkatan pimpinan satker?

3,63

baik

. Apakah unsur pimpinan telah menyusun

kebijakan dan target penugasan yang
realistis?

4,01

Baik

Komitmen
Terhadap
Kompetensi

. Apakah satker telah mengidentifikasikan

dan menerapkan kegiatan yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas
dan fungsi pada masing posisi/jabatan?

3,88

Baik

. Apakah telah disusun standar kompetensi

untuk setiap tugas dan fungsi pada
masing-masing fungsi/ jabatan?

3,94

Baik

. Apakah satker telah menyusun rencana

penigkatan kompetensi bagi pegawainya?

3,85

Baik

. Apakah pimpinan telah memiliki

kemampuan manajerial dan pengalaman
teknis yang cukup dalam pengelolaan
instansi pemerintah?

3,85

Baik

Kepemimpinan
yang Kondusif

. Apakah unsur pimpinan satker sudah

mempertimbangkan faktor risiko dalam
setiap pengambilan keputusan?

3,74

Baik

. Apakah unsur pimpinan satker telah

menerapkan manajemen berbasis
kinerja?

3,79

Baik

. Apakah unsur pimpinan satker telah

memberikan dukungan yang memadai
dalam hal penyusunan laporan keuangan,
pengelolaan pegawai, dan pengawasan?

4,01

Baik

. Apakah unsur pimpinan satker melakukan

interaksi yang cukup intensif dengan level
di bawahnya?

3,79

Baik

. Apakah unsur pimpinan satker memiliki

3,90

Baik

Desain SPIP 2019
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No

Sub Unsur

Parameter Penilaian

Rata-Rata
Nilai

Nilai

2

3

4

sikap yang positif dan responsif terhadap
laporan-laporan vyang terkait dengan
kegiatan, penganggaran, dan keuangan?

. Apakah unsur pimpinan telah menetapkan

mutasi pegawai berdasarkan pola mutasi
sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku?

3,58

Cukup

Pendelegasian
Wewenang dan
Tanggung
Jawab

. Apakah wewenang diberikan kepada

pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat
tanggung jawabnya?

3,74

Baik

. Apakah pegawai yang diberi wewenang

memahami bahwa wewenang dan
tanggung jawab vyang diterimanya itu
terkait dengan pihak lain di dalam
instansinya, dan juga terkait dengan
sistem pengendalian?

3,79

Baik

. Apakah  pimpinan telah  melakukan

pemantauan dan evaluasi atas
pelaksanaan pendelegasian wewenang
dan tanggung jawab?

3,90

Baik

Pembinaan
SDM

. Apakah unsur pimpinan satker telah

mengambil langkah-langkah untuk
memastikan  ketepatan  pelaksanaan
pekerjaan, mengurangi kesalahpahaman,
dan mendorong berkurangnya tindak
pelanggaran?

3,79

Baik

. Apakah unsur pimpinan satker berupaya

agar pegawai memahami tugas dan
tanggung jawabnya dengan baik, serta
memahami  apa vyang diharapkan
pimpinannya?

3,79

Baik

Hubungan
Kerja yang Baik

Apakah satker memiliki hubungan kerja
yang baik dengan Kementerian
Keuangan?

4,17

Baik

Apakah satker memiliki hubungan kerja
yang baik dengan instansi kepegawaian?

4,22

Baik

Apakah satker memiliki hubungan kerja
yang baik dengan instansi/lembaga
terkait lainnya?

3,95

Baik

memperoleh nilai cukup antara lain; 2 (dua) parameter pada Penegakan Integritas dan Nilai

Etika dan 1 (satu) parameter pada sub unsur Kepemimpinan yang Kondusif. Beberapa sub unsur

Berdasarkan tabel di atas ketiga parameter lingkungan pengendalian yang

pada parameter yang mandapat nilai cukup dapat diterangkan sebagai berikut:

Desain SPIP 2019
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1. Sub unsur Penegakan Integritas dan Nilai Etika, dengan parameter;

a. Apakah unsur pimpinan telah memberikan penghargaan kepada pegawai berdasarkan
prestasi dan kinerja?
Parameter ini pada sub unsur Penegakan Integritas dan Nilai Etik, dengan
parameter, memperoleh nilai 3,48 masuk dalam kategori cukup. Artinya unsur
pimpinan telah memberikan penghargaan kepada pegawai namun belum
maksimal/optimal. Berbagai bentuk penghargaan yang biasa diberikan oleh
pimpinan kepada pegawai yang memiliki dedikasi dan kinerja baik, antara lain;
menjadi delegasi mewakili Balai TN Alas Purwo pada event-event baik tingkat
provinsi, regional maupun nasional dan memberi tanggung jawab lebih.

b. Apakah unsur pimpinan satker telah menerapkan tindakan disiplin yang tepat terhadap
penyimpangan kebijakan prosedur atau pelanggaran aturan perilaku?
Parameter ini mendapat nilai 3,42 masuk dalam kaategori cukup, artinya unsure
pimpinan Balai TN Alas Purwo telah melakukan tindakan disiplin terhadap
penyimpangan kebijakan prosedur atau pelanggaran. Beberapa contoh tindakan
disiplin yang telah diterapkan adalah pembayaran tunjangan kinerja sesuai
dengan jam masuk kerja diterapkan untuk semua pegawai, akumulasi
kekurangan jam kerja diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun
demikian penerapan disiplin ini dirasa belum optimal terutama terhadap petugas
di lapangan, di resort dan unit pengelolaan khusus.

2. Sub unsur Kepemimpinan yang Kondusif
Dalam sub unsur ini terdapat satu parameter yang masuk dalam kategori cukup yaitu;
Apakah unsur pimpinan telah menetapkan mutasi pegawai berdasarkan pola mutasi sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku? Parameter ini mendapat nilai 3,58,
artinya secara umum unsure pimpinan dalam malakukan mutasi telah cukup mempedomani
peraturan yang berlaku. Sebagai contoh personil yang ditempatkan di Kantor Balai ada 3
personil Polhut dibawah koordinasi Urusan Perlindungan dan Pengamanan serta kebakaran,
dan 4 personil Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) di bawah koordinasi Urusan KEHATI dan
pemanfaatan. Kemudian di Urusan Perencanaan, anggaran dan evaluasi ada 3 personil
fungsional umum dan 2 personil PEH, di urusan Umum dan Urusan Kepegawaian masing ada
2 personil fungsional umum dan selanjutnya di Urusan Rumah Tangga ada 3 personil

fungsional umum. Artinya dari 19 orang pegawai di Kantor Balai hanya 2 orang fungsional
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tertentu (5%) yang secara umum melakukan pekerjaan diluar tusinya, yaitu 2 personil PEH di

Urusan Perencanaan, Anggaran, Kerjasama dan Evaluasi.
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lll.  PENILAIAN RISIKO

A. Identifikasi Resiko

Identifikasi resiko adalah mencari atau mengeksplorasi area-area atau wilayah yang

diperkirakan mengandung resiko yang kemungkinan dapat menyebabkan tidak tercapainya

tujuan kegiatan, yang ditindaklanjuti dengan memperkirakan jenis resiko serta memetakan

resiko. Sumber resiko dapat berasal dari pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas dan

fungsi Balai TN Alas Purwo baik yang tercantum dalam dokumen anggaran (DIPA) ataupun

yang tidak tercantum. Selain itu eksplorasi resiko juga dapat dilakukan berdasarkan hasil

audit, baik oleh BPK Rl maupun oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan pada tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sumber resiko dari kegiatan Balai TN Alas Purwo

Tahun 2019 adalah:

1.

2
3
4.
5
6
7

Pengelolaan Barang Milik Negara (Barang Persediaan)

Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pengelolaan Data dan Informasi (SILOKA)

Pengelolaan Kegiatan sumberdana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Tingkat Kehadiran Pegawai di Lapangan

Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Bidang KSDAE

Temuan hasil audit BPK, yaitu pengelolaan BMN dan Barang persediaan serta

kelebihan pembayaran belanja modal (pengadaan barang dan jasa)

Temuan audit Inspektorat Jenderal KLHK belum tuntas yaitu

Pengelolaan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) Belum Tertib (PNBP)
Pemberian Bantuan Ekonomi Kepada Masyarakat Tidak Sesuai Ketentuan (CALK)
Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Belum Tertib

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Balai Taman
Nasional Alas Purwo Belum Efektif

Penggunaan Akun Belanja Tidak Sesuai Ketentuan (CALK)

Hal lain yang perlu ditekankan atau diutamakan adalah kegiatan yang beresiko

terhadap Kerugian Negara atau kegiatan yang berdampak pada pendapatan Negara

(penerimaan PNBP) dan atau piutang ke Negara (kelebihan pembayaran belanja modal,
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kelebihan pembayaran belanja pegawai, dll). Walaupun semua kegiatan yang dibiayai DIPA

memiliki resiko yang sama terhadap kerugian Negara, namun dalam dokumen ini difokuskan

pada kegiatan yang sering manjadi obyek audit dan atau telah menjadi temuan audit. Ini

selaras dengan kriteria UPT yang menjadi prioritas audit, yaitu besarnya nilai DIPA, jumlah

belanja modal yang dikelola dan potensi PNBP. Hasil identifikasi sumber-sumber risiko dan

risiko-risikonya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Data Risiko Teridentifikasi Balai TN Alas Purwo Tahun 2019

No Sumber Risiko Risiko Teridentifikasi
(Kegiatan dan Kegiatan Kode Deskripsi Risiko
Lainnya)
1 2 3 4
1 Pengelolaan BMN R1 Tidak Singkron Kondisi Barang Persediaan
R2 Pencatatan Kondisi BMIN Belum sesuai
R3 Pengungkapan CALK terhadap Catatan BMN
2 Pengelolaan PNBP R4 Penertiban penyetoran PNBP dari tiket masuk
khususnya untuk pemegang IPPA di Area Usaha
Zona Pemanfaatan Plengkung
3 Pengelolaan Data dan R5 Pengelolaan Data SILOKA mengalami stagnan
Informasi dan tidak Realtime
4 Pengelolaan Kegiatan R6 Tidak terselesaikannya paket pekerjaan mengingat
sumberdana Surat anggaran yang cukup besar dan banyaknya jumlah
Berharga Syariah Negara paket pekerjaan
5 Tingkat Kehadiran R7 Absensi masih manual sehingga mempengaruhi
Pegawai di Lapangan tingkat kehadiran di lapangan
6 Pengembangan R8 Ketidaktertiban Pihak Ke3 dalam pelaksanaan
Kerjasama dan kegiatan kerjasama
Kemitraan Bidang KSDAE
7 Penyelenggaraan SPIP R9 Tidak konsisten pelaksanaan penyelenggaraan SPIP
8 Pengadaan Barang dan R10 Kelebihan pembayaran kegiatan pengadaan barang
Jasa dan jasa

Hasil identifikasi sumber-sumber risiko dan risiko-risiko teridentifikasi selanjutnya dipetakan

sebagai pemetaan risiko yang mencakup dua dimensi yaitu sumber risiko dan wilayah risiko.

Hasil pemetaan tersebut berwujud peta risiko sebagaimana berikut :

Desain SPIP 2019
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Tabel 3. Peta Risiko Balai TN Alas Purwo Tahun 2019

Wilayah Risiko (Letak Terjadinya Risiko)
Sumber Risiko Laporan Keuangan
No (Kegiatan dan Kegiatan Capaian Neraca LRA
Leimnga) Kinerja Kas | Persedia | Piutang | Aset Aset Pendapatan | Belanja
an Tetap Lain
1 Pengelolaan BMN R7
R5 R6
R7 R8
Pengelolaan PNBP R1 R7
Pengelolaan data dan informasi R1 R8
4 Pengelolaan Kegiatan R1 R5 R8
sumberdana Surat Berharga
Syariah Negara
5 Tingkat Kehadiran Pegawai di R1
Lapangan
6 Pengembangan Kerjasama dan R1
Kemitraan Bidang KSDAE
7 Penyelenggaraan SPIP R1
8 Pengadaan Barang dan Jasa R1 R5 R8
Keterangan:
R1: risiko yang kemungkinan timbul dari pelaksanaan suatu kegiatan / kegiatan lainnya yang

R2:

R3:

R4:

R5:

R6:

R7:

R8:

berdampak pada capaian kinerja

risiko yang kemungkinan timbul dari pelaksanaan suatu kegiatan / kegiatan lainnya yang
berdampak pada akun kas

risiko yang kemungkinan timbul dari pelaksanaan suatu kegiatan / kegiatan lainnya yang
berdampak pada akun persediaan

risiko yang kemungkinan timbul dari pelaksanaan suatu kegiatan / kegiatan lainnya yang
berdampak pada akun piutang

risiko yang kemungkinan timbul dari pelaksanaan suatu kegiatan / kegiatan lainnya yang
berdampak pada akun aset tetap

risiko yang kemungkinan timbul dari pelaksanaan suatu kegiatan / kegiatan lainnya yang
berdampak pada akun aset lain

risiko yang kemungkinan timbul dari pelaksanaan suatu kegiatan / kegiatan lainnya yang
berdampak pada akun pendapatan

risiko yang kemungkinan timbul dari pelaksanaan suatu kegiatan / kegiatan lainnya yang
berdampak pada akun belanja
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B. Analisis Risiko

Seluruh resiko yang teridentifikasi dikaji lebih lanjut untuk memilih dan menetapkan

resiko-resiko manasaja yang dinilai cukup signifikan dapat menghambat tujuan Balai TN Alas

Purwo. Ada dua faktor yang mempengaruhi tingkat signifikasi suatu resiko, yaitu 1) dampak

risiko terhadap ketercapaian tujuan kegiatan dan laporan keuangan dan 2) frekuensi

munculnya risiko. Perkalian antara kedua faktor tersebut menghasilkan nilai bobot risiko.

Jika nilai bobot risiko sama dengan 8 atau lebih maka dikategorikan signifikan. Penentuan

tingkat sigifikansi ini dilakukan secara kuantitatif dengan membuat kriteria untuk dampak

risiko dan frekuensi munculnya risiko.

Tabel 4. Kriteria penilaian dampak risiko Balai TN Alas Purwo Tahun 2019

Level Dampak

Definisi kriteria

1 - Tidak berarti

~ Agak mengganggu pelayanan

~ Tidak menimulkan kerusakan

~ Menimbulkan potensi kerugian negara < Rp 5 juta

~ Terjadi penambahan anggaran yang tidak
diprogramkan s.d 25 juta

~ Menimbulkan potensi tidak tercapainya IKP/KKK s.d 5%

~ Tidak berdampak pada pencemaran/ reputasi instansi

~ Tidak ada/ hanya berdampak kecil pada kerusakan
lingkungan

2 — Kecil ~ Cukup mengganggu jalannya pelayanan
~ Menimbulkan kerusakan kecil
~ Menimbulkan potensi kerugian negara antara Rp
5.000.000,00 s/d Rp 25.000.000,00
~ Terjadi penambahan anggaran yang tidak
diprogramkan sebesar Rp  25.000.000,00 s/d
100.000.000,00
~ Menimbulkan potensi tidak tercapainya IKP/KKK antara
5s/d 10%
~ Berdampak pada pandangan negatif terhadap instansi
dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan
media lokal)
~ Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan
3 —Sedang ~ Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan

~ Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan
kerusakan yang serius

~ Menimbulkan potensi kerugian negara 2antara Rp
25.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00

~ Terjadi penambahan  anggaran vyang tidak
diprogramkan sebesar Rp 100.000.000,00 s/d
500.000.000,00

Desain SPIP 2019
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Level Dampak Definisi kriteria

~ Menimbulkan potensi tidak tercapainya IKP/KKK
antara 10 s/d 30%

~ Berdampak pada pandangan negatif terhadap instansi
dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan
media lokal)

~ Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan

4 — Besar ~ Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari, tetapi
kurang dari satu minggu

~ Adanya kerusakan, ancaman dan menimbulkan
kerusakan serius dan membutuhkan perbaikan yang
cukup lama

~ Menimbulkan potensi kerugian negara antara Rp
100.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00

~ Terjadi penambahan  anggaran yang tidak
diprogramkan sebesar Rp 500.000.000,00 s/d Rp
1.000.000.000,00

~ Menimbulkan potensi tidak tercapainya [IKP/KKK
antara 30 s/d 50%

~ Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah
masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)

~ Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan

5 — Luar Biasa/ Bencana ~ Terganggunya pelayanan lebih dari satu minggu

~ Kerusakan fatal

~ Menimbulkan potensi kerugian negara di atas Rp
500.000.000,00

~ Terjadi penambahan  anggaran vyang  tidak
diprogramkan lebih dari Rp 1.000.000.000,00

~ Menimbulkan potensi tidak tercapainya IKP/KKK di
atas 50%

~ Merusak citra institusi dalam skala nasional,
penggantian pucuk pimpinan instansi secara
mendadak

~ Terjadinya KKN dan diproses secara hokum
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Sedangkan frekuensi munculnya risiko dengan pembagian kriteria sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria Level Frekuensi Resiko Balai TN Alas Purwo Tahun 2019

Level Frekuensi

Definisi/ Kriteria

1 — Hampir tidak pernah terjadi

biasa

Peristiwa hanya akan timbul pada kondisi yang luar

2 —Jarang terjadi

Peristiwa sangat jarang tidak terjadi

3 — Mungkin terjadi

Peristiwa kadang-kadang bisa terjadi

4 — Sering terjadi

kondisi

Peristiwa sangat mungkin terjadi

pada sebagian

5 — Hampir pasti terjadi

Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi

Analisis risiko terhadap risiko-risiko teridentifikasi Balai TN Alas Purwo tahun 2019

disajikan pada Tabel

Tabel 6. Analisis Risiko Teridentifikasi Balai TN Alas Purwo Tahun 2019

Desain SPIP 2019

No Sumber Risiko Risiko Teridentifikasi Nilai
(Kegiatan dan Kode Deskripsi Risiko FR DR o SIMPULAN
Kegiatan Lainnya)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Pengelolaan BMN R1 Tidak Singkron Kondisi Barang Tidak
Persediaan 4 1 4 Signifikan
R2 Penca_tatan Kondisi BMN Belum 4 2 3 Signifikan
sesuai
R3 Pengungkapan CALK terhadap Tidak
Catatan BMN 2 2 4 Signifikan
2 Pengelolaan PNBP R4 Penertiban penyetoran PNBP dari
tiket masuk khususnya untuk .
pemegang IPPA di ArYea Usaha 3 3 3 Signifikan
Zona Pemanfaatan Plengkung
3 Pengelolaan Data R5 Pengelolaan Data  SILOKA
dan Informasi mengalami stagnan dan tidak 3 3 9 Signifikan
Realtime
4 | Pengelolaan Kegiatan R6 | Tidak terselesaikannya paket
sumberdana Surat pekerjaan mengingat
Berharga Syariah anggaran yang cukup besar 2 4 8 Signifikan
Negara dan banyaknya jumlah paket
pekerjaan
5 | Tingkat Kehadiran R7 Absensi masih manual
Pegawai di Lapangan sehingga mempengaruhi 4 2 8 Signifikan
tingkat kehadiran di lapangan
6 Pengembangan R8 Ketidaktertiban Pihak Ke3 dalam
Kerjasama dan pelaksanaan kegiatan kerjasama 2 2 4 Tidak
Kemitraan Bidang Signifikan
KSDAE
7 Penyelenggaraan R9 Tidak  konsisten  pelaksanaan Tidak
SPIP penyelenggaraan SPIP 3 1 3 Signifikan
8 Zengadaan Barang R10 Kelebihan pembayarar? kegiatan 2 3 6 Signifikan
an Jasa pengadaan barang dan jasa
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Berdasarkan hasil analisis risiko teridentifikasi pada table 6 di atas, diperoleh 6
risiko memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan kegiatan atau organisasi.
Ke 6 risiko tersebut antara lain Pengelolaan BMN, Penertiban penyetoran PNBP dari tiket
masuk khususnya untuk pemegang IPPA di Area Usaha Zona Pemanfaatan Plengkung,
pengelolaan anggaran dari sumberdana SBSN, Pengelolaan Data SILOKA mengalami
stagnan dan tidak Realtime, Absensi masih manual sehingga mempengaruhi tingkat
kehadiran di lapangan serta pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang berpotensi
terjadinya kelebihan pembayaran.

Ke 6 resiko yang berdampak signifikan tersebut yang kemudian menjadi fokus
pengendalian internal Balai TN Alas Purwo selama tahun 2019. Namun demikian bukan
berarti tidak ada upaya terhadap risiko lain yang terindentifikasi yang tidak/kurang
signifikan terhadap pencapaian tujuan kegiatan dan atau organisasi. Sehingga proses
evaluasi terhadap semua risiko teridentifkasi tetap dilakasanakan, karena bisa jadi dalam
perjalanan pelaksanaan kegiatan risiko yang tadinya dinilai berdampakan signifikan
menjadi berubah tidak signifikan atau sebaliknya.

Tabel 7. Resiko Signifikan Terhadap Tujuan Organisasi Balai TN Alas Purwo Tahun 2019

Risik
Sumber Risiko Nilai

No (K.eglatan.dan Tujuan Kegiatan Deskripsi Risiko
Kegiatan Lainnya)
1 2 3 4
1 Pengelolaan BMN Terwujudnya Pengelolaan BMN yang | Pencatatan Kondisi BMN Belum
tertib sesuai

danJasa

baik dan bermanfaat bagi masyarakat

2 Pengelolaan PNBP Terwujudnya pengelolaan PNBP yang | Tunggakan dari pengelola IPPA yang
tertib ada di Plengkung
3 Pengelolaan Data | Tersedianya data dan informasi yang | Pengelolaan Data SILOKA mengalami
dan Informasi valid dan reliabel stagnan dan tidak Realtime
4 | Pengelolaan Kegiatan | Tersedianya sarana prasarana wisata | Berpotensi terjadi kerugian Negara
sumberdana Surat alam yang baik dan bermanfaat bagi | dalam pelaksanaan konstruksi baik
Berharga Syariah masyarakat kerena  keterlambatan  maupun
Negara kelebihan pembayaran serta tidak
terserap semua anggrannya
5 | Tingkat Kehadiran Disiplin pegawai dalam pelaksanaan | Absensi masih manual sehingga
Pegawai di tugas dilapangan mempengaruhi tingkat kehadiran di
Lapangan lapangan
6 Pengadaan Barang | Tersedianya sarana prasarana yang | Berpotensi terjadi kerugian Negara

dalam pelaksanaan konstruksi baik
kerena keterlambatan maupun
kelebihan pembayaran.

Risiko-risiko teridentifikasi yang termasuk kategori signifikan perlu ditindaklanjuti dengan
menyusun rencana-rencana pengendalian sehingga dapat mengurangi dampak risiko dan

frekuensi munculnya risiko.
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IV. RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

kegiatan pengendalian sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. Nama Kegiatan : Pengelolaan BMN

Tujuan Kegiatan : Terwujudnya pengelolaan BMN yang tertib

Dari analisis risiko dengan hasil signifikan ditidaklanjuti dengan penyusunan rencana

Aktivitas/tindakan pengendalian
. L Penanggung
No. Risiko Signifikan Kebijakan Prosedur Jawab
Pengendalian Pengendalian
1 Pencatatan Kondisi Menyesuaikan SOP Pengendalian KSBTU
BMN Belum sesuai kondisi barang Nomor 1 (terlampir)
dengan melakukan
inventarisasi, dan
penghapusan
2. Nama Kegiatan : Pengelolaan PNBP
Tujuan Kegiatan : Terwujudnya pengelolaan PNBP yang tertib
Aktivitas/tindakan pengendalian
el Penanggung
No. Risiko Signifikan Kebijakan Prosedur Jawab
Pengendalian Pengendalian
1 Tunggakan dari Menngawasi SOP Pengendalian KSBTU
embayaran PNBP |Nomor 2 (terlampir
pengglola IPPAyang | P y ( pir) KSPTN Wil |
ada di Plengkung oleh IPPA

3. Nama Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi

Tujuan Kegiatan : Tersedianya data dan informasi yang valid dan reliabel

Aktivitas/tindakan pengendalian

Penanggung

Desain SPIP 2019

No. Risiko Signifikan Kebijakan Prosedur Jawab
Pengendalian Pengendalian
1 | Pengelolaan Data SILOKA | Mengupdate SOP KSBTU
mengalami stagnan dan Sistem pengelolaan | Pengendalian
tidak Realtime SILOKA Nomor 3
(terlampir)
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4. Nama Kegiatan : Pengelolaan Kegiatan sumberdana Surat Berharga Syariah Negara

Tujuan Kegiatan

bermanfaat bagi masyarakat

Tersedianya sarana prasarana wisata alam yang baik dan

Aktivitas/tindakan pengendalian

Penanggung

kerugian Negara dalam
pelaksanaan konstruksi
baik kerena
keterlambatan maupun
kelebihan pembayaran
serta tidak terserap
semua anggrannya

pengawasan secara
terstruktur

No. Risiko Signifikan Kebijakan Prosedur Jawab
Pengendalian Pengendalian
1 | Berpotensi terjadi Melaksanakan SOP PPK

Pengendalian
Nomor 4
(terlampir)

5. Nama Kegiatan : Pengadaan Barang dan Jasa

Tujuan Kegiatan : Tersedianya sarana prasarana yang baik dan

bermanfaat bagi

masyarakat
Aktivitas/tindakan pengendalian
- L " Penanggung
No. Risiko Signifikan Kebijakan Prosedur Jawab
Pengendalian Pengendalian
1 | Absensi masih manual Melaksanakan SOP KSBTU

sehingga mempengaruhi pengawasan secara | Pengendalian KSPTNW |
tingkat kehadiran di terstruktur Nomor 5 KSPTNW II
lapangan (terlampir)

6. Nama Kegiatan : Tingkat Kehadiran Pegawai di Lapangan

Tujuan Kegiatan : Disiplin pegawai dalam pelaksanaan tugas dilapangan

Desain SPIP 2019

Aktivitas/tindakan pengendalian
.. D " Penanggung
No. Risiko Signifikan Kebijakan Prosedur Jawab
Pengendalian Pengendalian
1 | Berpotensi terjadi Melaksanakan SOP PPK

kerugian Negara dalam pengawasan secara | Pengendalian

pelaksanaan konstruksi terstruktur Nomor 5

baik kerena (terlampir)

keterlambatan maupun

kelebihan pembayaran.
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V. RENCANA INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Desain Penyelenggaraan SPIP Balai TN Alas Purwo Tahun 2019 yang tersusun perlu
dikomunikasikan pada seluruh pegawai Balai TN Alas Purwo agar dapat dilaksanakan dengan
baik. Adapun rencana kegiatan dalam rangka informasi dan komunikasi penyelenggaraan

Desain SPIP Balai TN Alas Purwo Tahun 2019 disajikan sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 8. Informasi dan Komunikasi terkait Penyelenggaraan SPIP Tahun 2019

No. Tindakan yang akan diambil Waktu Pelaksanaan
1. | Sosialisasi penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP Januari - Februari 2019
2. | Penyusunan SOP-SOP/ tata cara pelaksanaan kegiatan Januari - Februari 2019

yang mendukung tindak lanjut kegiatan pengendalian

3. | Sosialisasi Desain Penyelenggaraan SPIP Februari 2019
4. | Rapat bulanan evaluasi penyelenggaraan SPIP Setiap triwulan
5. | Pemberian reward terhadap penanggung jawab Desember 2019

pelaksanaan SPIP terbaik

6. | Rapat Evaluasi pelaksanaan Desain Penyelenggaraan SPIP | Desember 2019
akhir tahun

7. | Pelaporan pelaksanaan Desain SPIP ke Itjen/Sekditjen Januari 2020
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VI. RENCANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP Balai TN Alas Purwo Tahun

2019 perlu dilakukan sekurang-kurangnya setiap tiga bulan sekali. Hasil pemantauan dan

evaluasi tersebut disusun dalam sebuah Laporan Triwulan. Pada akhir tahun juga dilakukan

pemantauan dan evaluasi serta penyusunan Laporan Tahunan penyelenggaraan SPIP. Hasil

pemantauan dan evaluasi disajikan dalam bentuk tabel sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 9. Format Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP

Desain SPIP 2019

Kegiatan/Kegiatan Kebijakan Hasil Tindakan
No. . . Kendala )
Lainnya Pengendalian Pantauan Perbaikan
2 3 4 5 6
Pengelolaan BMN Menyesuaikan
kondisi barang
dengan
melakukan
inventarisasi,
dan
penghapusan
2 | Pengelolaan PNBP Mengawasi
pembayaran
PNBP oleh
IPPA
3 | Pengelolaan Data dan | Mengupdate
Informasi Sistem
pengelolaan
SILOKA
4 | Pengelolaan Kegiatan Melaksanakan
sumberdana Surat pengawasan
Berharga Syariah secara
Negara terstruktur
5 | Tingkat Kehadiran Melaksanakan
Pegawai di Lapangan pengawasan
secara
terstruktur
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Kegiatan/Kegiatan

Kebijakan

Hasil

Tindakan

No. . . Kendala .
Lainnya Pengendalian Pantauan Perbaikan
1 2 3 4 5 6
6 | Pengadaan Barang dan | Melaksanakan
Jasa pengawasan
secara
terstruktur

Petunjuk pengisian:

Kol 2

Kol 3

Kol 4
Kol 5

Kol 6

: Nama kegiatan/kegiatan lainnya sesuai Desain Penyelenggaraan SPIP

: Kebijakan pengendalian sesuai dengan yang tercantum pada Desain

Penyelenggaraan SPIP

: diisi dengan pilihan nilai E (efektif), CE (cukup efektif), atau KE (kurang efektif)

: diisi kendala yang ada secara ringkas, jika kol 4 berisi CE dan KE

: diisi tindakan perbaikan yang telah atau akan dilakukan jika kol 4 berisi CE atau KE

Desain SPIP 2019
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Lampiran 1
KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN DESAIN PENYELENGGARAAN SPIP
BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO TAHUN 2019

Beri tanda ( V ) sesuai dengan jawaban saudara.

Skor

No Sub Unsur Parameter Penilaian
Baik Cukup

Kurang

1 2 3 4 5

1 | Penegakan a. Apakah satker telah menerapkan aturan
Integritas dan perilaku dan kode etik PNS?

Nilai Etika b. Apakah unsur pimpinan telah memberikan
penghargaan kepada pegawai berdasarkan

prestasi dan kinerja?

c. Apakah unsur pimpinan satker telah
menerapkan tindakan disiplin yang tepat
terhadap penyimpangan kebijakan prosedur
atau pelanggaran aturan perilaku?

d. Apakah unsur pimpinan satker telah
memberikan keteladanan pelaksanaan aturan
perilaku dan kode etik setiap tingkatan
pimpinan satker?

e. Apakah unsur pimpinan telah menyusun
kebijakan dan target penugasan vyang
realistis?

2 | Komitmen a. Apakah satker telah mengidentifikasikan dan
Terhadap menerapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk
Kompetensi menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing
posisi/jabatan?

b. Apakah telah disusun standar kompetensi
untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-
masing fungsi/ jabatan?

c. Apakah satker telah menyusun rencana
penigkatan kompetensi bagi pegawainya?

d. Apakah pimpinan telah memiliki kemampuan
manajerial dan pengalaman teknis yang
cukup dalam pengelolaan instansi
pemerintah?

3 | Kepemimpinan |a. Apakah unsur pimpinan satker sudah
yang Kondusif mempertimbangkan faktor risiko dalam
setiap pengambilan keputusan?

b. Apakah unsur pimpinan satker telah
menerapkan manajemen berbasis kinerja?

c. Apakah unsur pimpinan satker telah
memberikan dukungan yang memadai dalam
hal penyusunan laporan keuangan,
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No Sub Unsur

Parameter Penilaian

Skor

Baik

Cukup

Kurang

3

pengelolaan pegawai, dan pengawasan?

. Apakah unsur pimpinan satker melakukan

interaksi yang cukup intensif dengan level di
bawahnya?

. Apakah unsur pimpinan satker memiliki sikap

yang positif dan responsif terhadap laporan-
laporan yang terkait dengan kegiatan,
penganggaran, dan keuangan?

. Apakah unsur pimpinan telah menetapkan

mutasi pegawai berdasarkan pola mutasi
sesuai dengan  ketentuan perundang-
undangan yang berlaku?

4 | Pendelegasian
Wewenang dan
Tanggung
Jawab

. Apakah wewenang diberikan kepada pegawai

yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung
jawabnya?

. Apakah pegawai yang diberi wewenang

memahami bahwa wewenang dan tanggung
jawab yang diterimanya itu terkait dengan
pihak lain di dalam instansinya, dan juga
terkait dengan sistem pengendalian?

. Apakah pimpinan telah melakukan

pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan
pendelegasian wewenang dan tanggung
jawab?

5 | Pembinaan
SDM

. Apakah unsur pimpinan satker telah

mengambil langkah-langkah untuk
memastikan ketepatan pelaksanaan
pekerjaan, mengurangi kesalahpahaman, dan
mendorong berkurangnya tindak
pelanggaran?

. Apakah unsur pimpinan satker berupaya agar

pegawai memahami tugas dan tanggung
jawabnya dengan baik, serta memahami apa
yang diharapkan pimpinannya?

6 | Hubungan
Kerja yang Baik

Apakah satker memiliki hubungan kerja yang
baik dengan Kementerian Keuangan?

Apakah satker memiliki hubungan kerja yang
baik dengan instansi kepegawaian?

Apakah satker memiliki hubungan kerja yang
baik dengan instansi/lembaga terkait
lainnya?

Desain SPIP 2019
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Lampiran 2

SOP PENGENDALIAN NOMOR 1

1. Risiko yang akan diatasi : Pencatatan Kondisi BMN Belum sesuai
2. Kebijakan pengendalian : Menyesuaikan kondisi barang dengan melakukan
inventarisasi, dan penghapusan
3. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut :
a. Melaksanakan inventarisasi kondisi barang
b. Membentuk panitia penghapusan BMN lingkup Balai TN Alas Purwo.
c. Mengajukan usulan kepada Dirjen KSDAE.

d. Berkoordinasi dengan KPKLN untuk pelaksanaan lelang.

Januari 2019

.\b‘ 5 ai, S.Hut. MP.
e 1P, 19680701 199802 1 002
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Lampiran 3

SOP PENGENDALIAN NOMOR 2

1. Risiko yang akan diatasi : Tunggakan dari pengelola IPPA yang ada di Plengkung
2. Kebijakan pengendalian : Melaksanakan pengawasan secara terstruktur
3. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut :
a. KSBTU memerintahkan urusan Pengelolaan KEHATI, Pemanfaatan Data dan
Informasi untuk menyusun SOP Pemungutan PNBP IPPA Plengkung.
b. Mebuat Nota Dinas ke SPTN Wilayah dan petugas pemungut terkait dengan
Pemungutan PNBP IPPA Plengkung.
c. Urusan monitoring, evaluasi dan pelaporan mendata pungutan-pungutan PNBP

yang masuk dan melaporkan ke KSBTU.

Januari 2019
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Lampiran 4

SOP PENGENDALIAN NOMOR 3

1. Risiko yang akan diatasi : Pengelolaan Data SILOKA mengalami stagnan dan tidak
Realtime
2. Kebijakan pengendalian : Mengupdate Sistem pengelolaan SILOKA
3. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut :
a. Melakukan evaluasi terkaita pengelolaan SILOKA.
b. Menyusun SK Kepala Balai Terkait dengan pengelolaan SILOKA.
c. Melakukan update Sistem Pengelolaan SILOKA.

d. Monitoring pelaksanaan SILOKA.

Januari 2019
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Lampiran 5

1. Risi

kon

SOP PENGENDALIAN NOMOR 4

ko yang akan diatasi : Berpotensi terjadi kerugian Negara dalam pelaksanaan

struksi baik kerena keterlambatan maupun kelebihan pembayaran serta tidak

terserap semua anggrannya.

2. Keb

ijakan pengendalian : Melaksanakan pengawasan secara terstruktur

3. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut :

a.

Desain SPIP

Melakukan identifikasi jenis pembangunan dan pengembangan sarpras dalam
DIPA 2019

Menetapkan Pokja pengadaan barang dan jasa dan pejabat pengadaan barang
dan jasa serta panitia penerima hasil pekerjaan dan pejabat penerima hasil
pekerjaan

Menunjuk pihak ke tiga dalam setiap pengawasan pembangunan dan
pengembangan sarpras.

Melakukan evaluasi setiap pelaksanaan proyek dan menetapkan rencana
penarikan dana yang pasti.

Melakukan komunikasi yang aktif antara panitia dan pejabat penerima hasil dan
PPK dengan konsultan pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap sarana
prasarana yang dibangun.
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Lampiran 6

SOP PENGENDALIAN NOMOR 5

1. Risiko yang akan diatasi : Absensi masih manual sehingga mempengaruhi tingkat
kehadiran di lapangan.

2. Kebijakan pengendalian : Melaksanakan pengawasan secara terstruktur.

3. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut :

Membuat SK Penempatan pegawai dan uraian tugasnya

b. Melakukan pengawasan secara rutin ke lapangan melalui BINTEK dan SIDAK yang
dilakukan oleh pimpinan

c. Melakukan punishment terhadap pegawai yang kurang disiplin baik secara lisan
ataupun secara administratif
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Lampiran 7

SOP PENGENDALIAN NOMOR 6

1. Risiko yang akan diatasi : Berpotensi terjadi kerugian Negara dalam pelaksanaan
konstruksi baik kerena keterlambatan maupun kelebihan pembayaran.

2. Kebijakan pengendalian : Melaksanakan pengawasan secara terstruktur.

3. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut :

a. Melakukan identifikasi jenis pembangunan dan pengembangan sarpras dalam
DIPA 2019

b. Menetapkan Pokja pengadaan barang dan jasa dan pejabat pengadaan barang
dan jasa serta panitia penerima hasil pekerjaan dan pejabat penerima hasil
pekerjaan

c. Menunjuk pihak ke tiga dalam setiap pengawasan pembangunan dan
pengembangan sarpras.

d. Melakukan komunikasi yang aktif antara panitia dan pejabat penerima hasil dan
PPK dengan konsultan pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap sarana
prasarana yang dibangun.
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